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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Penyelenggaraan perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah

di Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah. Hal ini dapat dibuktikan dengan diluncurkannya

program Mas Kliwon oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pembinaan, layanan bantuan

dan pendampingan untuk kemudahan pendaftaran izin berusaha

bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui sistem OSS RBA

untuk mempermudah proses perizinan berusaha di Kabupaten

Sleman. Namun, tingkat pemahaman pelaku usaha yang berbeda-

beda menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

penyelenggaraan perizinan.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi tantangan nyata terkait

dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman. Dapat dilihat

dari jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sleman, tingkat

 

 



44

pemahaman pelaku usaha terkait pendaftaran izin melalui OSS

RBA, serta kurang efektifnya layanan bantuan dan pendampingan

kepada pelaku usaha melalui program yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Penguatan fungsi pendampingan dan fungsi layanan oleh

Pemerintah Kabupaten Sleman bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha

baik dengan meningkatkan pengetahuan, bimbingan teknis,

konsultasi, dan/atau pelatihan.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong pelaku usaha untuk

turut serta diseminasi perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah yang belum memiliki izin usaha.

3. Belum ada konsekuensi hukum terhadap pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki

izin usaha. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Sleman belum

memiliki produk hukum yang khusus menyelenggarakan perizinan

berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Sleman menggunakan OSS RBA dengan program

pendamping ”Mas Kliwon”, tetapi tidak diterbitkan produk hukum

yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA
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